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Abstrak

Tanah dalam kehidupan manusia memiliki peranan yang sangat penting
karena memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan manusia dan dapat
menghasilkan sumber daya alam bagi banyak orang. Pemanfaatan tanah
ini pada dasamya diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar -
1945 yang menyatakan : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat."” Pada proses peralihan hak atas tanah yang
diakibatkan oleh jual beli, terlibat juga peran Notaris dalam tahapan,
pembuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebelum nantinya dibuat
akta Jual Beli. Proses peralihan hak yang diaktakan oleh Notaris ini juga
diatur mengenai pungutan pajak oleh pemerintah, baik Pajak
Pertambahan Hasil atau PPh yang dikenakan kepada pihak penjual dan
juga pajak berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
atatt disingkat menjadi BPHTB. Mengikut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
Daerah, mengatur pungutan Pajak berupa BPHTB menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah. Dan dalam peraturan pelaksananya yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan
Retribusi Daerah, dalam Pasal 60 menyebutkan tentang kewajiban
Notaris untuk melaporkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
dan/atau Bangunan kepada Pemerintah Daerah beserta sanksi
administrasi berupa denda kepada Notaris.

Kata Kunci : Kewajiban Pelaporan Notaris, rasio hukum, sanksi.
Pembimbing Kedua

.Agus Trisaka,S.H., MEN., BKP
NIDK. 99500008889
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ABSTRACT

Land in human life has a very important role as it has economic value for
human life and can produce natural resources for many people. The use
of this land is fundamentally regulated in Article 33 paragraph (3) of the
1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states: "The land,
water and natural resources contained therein are controlled by the state
and used for the greatest prosperity of the people.” It indicates that land
control is regulated by the state. In the process of obtaining rights to land
and/or buildings standing on the land, a series of legal processes that
are regulated by the state must be carried out, in which the role of a
Notary is necessary in this process in making the Preliminary Sale and
Purchase Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) prior to the formal
Deed of Sale and Purchase (Akta Jual Beli). This notarial process of
transferring land rights is also subject to tax regulations imposed by the
goverrment, including Income Tax (PPh) charged to the seller, and the
Acquisition Duty of Right on Land and/or Building (Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan - BPHTB). According to Law Number 1 of
2022 concerning the Relationship Between the Central Government and
Regional Governments, regulating tax levies in the form of BPHTB is the
authority of the Regional Government. Additionally, the regulation of its
implementation, namely Government Regulation Number 35 of 2023
concerning General Provisions for Regional Taxes and Levies, Article 60,
states Notaries are required to report the Preliminary Sale and Purchase
Agreement of land and/or buildings to the regional government, as well
as concemns over administrative sanctions in the form of fines imposed
on notaries.

Keywords: Notary Reporting’Obligations, legal ratio, sanctions.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat penting karena
tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Selain itu tanah
mempunyai hubungan yang erat dengan manusia karena tanah mempunyai nilai ekonomis
bagi kehidupan manusia dan dapat menghasilkan sumber daya alam bagi banyak orang.
Pemanfaatan atas tanah ini pada dasarnya diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang menyatakan: "Bumi air dan kekayaan
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”.

Semakin pesatnya pertambahan penduduk, semakin bertambah keperluan akan
kepemilikan tanah ataupun bangunan atau rumah yang berada diatasnya. Desakan kebutuhan
untuk memiliki tanah dan/atau bangunan atau rumah juga dapat dikeranakan adanya
kesadaran Masyarakat akan kenaikan harga tanah dan bangunan atau rumah, hal ini membuat
keadaan semakin lama menunda pembelian tanah dan bangunan atau rumah, semakin sulit
untuk menjangkau harga yang semakin mahal. Oleh karena itu, membeli rumah atau tanah
dan/atau bangunan saat ini dapat menjadi langkah bijak untuk menghindari kenaikan harga
yang signifikan di masa depan. Tuntutan umur juga dapat menjadi alasan pendorong
Masyarakat menginginkan untuk memiliki rumah sejak usia produktif sebelum menjelang usia
tua. Pembelian rumah diusia produktif juga dapat memungkinkan dengan cara pembelian
dengan pembayaran secara bertahap.

Dalam proses mendapatkan tanah dan/atau bangunan atau rumah, terjadi proses
peralihan hak, yaitu hak milik yang sebelumnya dimiliki oleh pemilik tanah atau bangunan

yang asal kemudian beralih kepada pemilik tanah dan/atau bangunan atau rumah. Peralihan



hak atas tanah adalah berpindahnya status kepemilikan hak atas tanah dari pihak yang satu
sebagai pemberi hak, kepada pihak yang ke dua sebagai penerima hak.'

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA), pengertian jual beli tanah bukan lagi suatu
perjanjian seperti dalam Pasal 1457 KUHPerdata, melainkan perbuatan hukum terhadap
peralihan hak atas tanah. Di dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa hak milik dapat
beralih dan dialihkan. Beralih maksudnya terjadi bukan karena suatu perbuatan hukum
(kesengajaan) melainkan karena peristiwa hukum (bukan kesengajaan), misalnya diwariskan,
sedangkan dialihkan menunjukkan adanya kesengajaan sehingga terdapat suatu perbuatan
hukum terhadap hak milik tersebut.?

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi dikarenakan adanya dua sebab, yaitu karena
peristiva hukum dan karena perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah karena peristiwa
hukum merupakam peralihan hak atas tanah yang terjadi karena perbuatan hukum yang
dilakukan para pihak dengan sengaja dan secara sadar dilakukan untuk melakukan peralihan.
Perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak atas tanah tersebut antara lain jual bel;,
terjadi tukar-menukar, pemberian hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan pembagian hak
milik secara bersama. Sedangkan peralihan hak atas tanah karena perbuatan hukum adalah
peralihan hak yang dapat terjadi karena telah meninggalnya pemilih hak, hal ini mengakibatkan
beralih dengan sendirinya suatu hak karena sebuah peristiwa hukum kematian yang mendasari
terjadinya hak atas tanah beralih pada pewaris.?

Dalam hal penguasaan tanah perlu diperhatikan cara beralihnya hak penguasaan tanah
tersebut berdasarkan undang-undang baik tata cara peralihannya dan juga hubungannya
dengan negara. Seperti yang sudah disebutkan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang

menjelaskan bahwa bumi, air dan sumber daya alam terkandung di dalamnya berada dalam
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penguasaan negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat, maka bagi
setiap tanah yang dimiliki oleh warga negara juga diatur mengenai pemanfaatanya untuk
kemakmuran rakyat atau negara secara umum. Dengan demikian di dalam setiap hak
penguasaan atas tanah baik oleh subjek hukum individu atau badan hukum juga terdapat hak
negara demi menjamin kesejahteraan umum yaitu berupa pajak dalam jumlah tertentu yang
kemudian wajib disetorkan oleh pemegang hak penguasaan terhadap tanah maupun bangunan
kepada negara. Dalam proses peralihan hak atas tanah, pajak yang dikenakan oleh pemerintah
adalah pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak yang disebut Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB).

Dengan adanya peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang mewajibkan adanya
prosedur secara hukum yang memberi jaminan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah
dan/atau rumah atau bangunan yang dimiliki. Hal ini juga sebagai upaya dalam mengatasi
permasalahan di bidang pertanahan yaitu dengan jalan memberikan jaminan kepastian hukum
dan perlindungan hukum dalam bidang pertanahan dan agraria.

Dalam proses peralihan hak atas tanah dan/bangunan diperlukan peran serta pejabat
umum Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disebut dengan PPAT).
Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UU )N)
dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat
Akta Autentik serta memiliki wewenang lainya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang
ini maupun peraturan perundang-undang lainnya.* Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Konsep PPAT
dalam Peraturan Pemerintah ini, tercantum dalam Pasal 1 angka 1, PPAT adalah pejabat umum
yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu

mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.’
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Dalam proses peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan juga terdapat prosedur
hukum yang harus di penuhi dan juga kewajiban bagi para pihak, yaitu pihak yang mengalihkan
hak atas tanahnya dan pihak yang mendapatkan peralihan hak atas tanah tersebut.

Prosedur peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum yaitu dapat melalui tahapan
pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Jual Beli, Tukar Menukar, dan lain-lain,
yang prosesnya di buat dan di lakukan di hadapan Pejabat Notaris atau Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) diperlukan tahapan-tahapan kelengkapan dokumen, yaitu:

1. Identitas para pihak.

2. Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) pihak penjual.

3. Kartu Keluarga penjual-pembeli.

4. Surat ketererangan nikah penjual (jika sudah menikah).

5. Sertifikat Tanah.

6. Nomor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan bukti pembayarannya.
7. BPHTB (pembeli) dan bukti pembayaran.

8. PPH atas nama penjual dan bukti pembayaran.

9. Kwitansi transaksi jual beli.

Demikian prosedur peralihan hak atas tanah dihadapan PPAT sebagai suatu tahapan
kelengkapan dokumen. Namun pada prosesnya peralihan hak seringkali belum dapat dipenuhi
secara “ terang dan tunai “. Dikarenakan dalam transaksi peralihan secara “terang” dengan
maksud transaksi tersebut dibuat dihadapan para pihak dan pejabat yang berwenang. Dan
secara “ tunai “, transaksi tersebut belum memenuhi syarat tunai dikarenakan sering kali
beberapa syarat tunai belum terpenuhi. Seperti pembayaran atas tanah yang dibeli belum
dilunasi oleh pihak pembeli, atau belum dibayarnya pajak — pajak yaitu PPH dan BPHTB atau
belum adanya PBB. Sertifikatnya belum dilaksanakan proses ploting, validasi, pengecekan roya,
pindah desa. Sehingga digunakan alternatif untuk melindungi para pihak yang berkepentingan
dibuatlah Akta Pengikatan Jual Beli dihadapan Notaris. Tujuan dibuatnya Akta Pengikatan Jual

Beli dalam hal ini merupakan perjanjian awal sebelum dibuatnya Akta Jual Beli yaitu yang

merupakan syarat peralihan hak atas tanah dalam sertipikat. Akta Pengikatan Jual Beli dalam
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hal ini bukan merupakan bukti peralihan atas tanah, tetapi sudah memiliki kekuatan hukum
sebagai alat bukti yang sah yang dibuat dihadapan Pejabat Umum Notaris sebagai Akta Otentik,

atas terjadinya kesepakatan untuk transaksi peralihan hak atas tanah.

Berkenaan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang kemudian di
sebut BPHTB yang pembayarannya di bebankan kepada pembeli, berdasarkan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut
dengan UU PDRD). Berdasarkan pasal 1 angka 41 UU PDRD, BPHTB merupakan pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan tersebut dapat terjadi
karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang menyebabkan seseorang atau badan
hukum memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Sebelumnya BPHTB dipungut oleh
pemerintah pusat, namun keberadaan UU PDRD menyatakan jika BPHTB dialihkan menjadi

salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.’

Kontribusi wajib kepada negara juga ada yang disebut dengan bea. Bea juga
merupakan salah satu jenis pajak. Salah satu contoh bea yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (yang selanjutnya disebut BPHTB).” Bea Perolehan termasuk dalam pungutan
pajak namun sifatnya insidential yang bermaksud kewajiban pembayarannya hanya berlaku
apabila terjadi insiden atau peristiwa hukum yang mengakibatkan timbulnya kewajiban

pembayaran pungutan pajak tersebut.

BPHTB dikenakan kepada pihak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan
yaitu merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang turut berpartisipasi
mewujudkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan sumber daya
alam terkandung di dalamnya berada dalam penguasaan negara dan dimanfaatkan sebesar-
besarnya demi kesejahteraan rakyat. BPHTB yang dibayarkan oleh pihak Masyarakat yang

berkewajiban, ikut berkontribusi wajib kepada negara dalam pendanaan kemakmuran rakyat
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melalui pembayaran pajak tersebut. Pengenaan BPHTB turut dipengaruhi oleh ketentuan
hukum yang mengatur mengenai perolehan hak atas tanah dan bangunan. Oleh karena itu,
regulasi BPHTB memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan hukum mengenai proses peralihan
hak atas tanah dan/atau bangunan. Namun demikian, Undang-Undang tentang BPHTB tidak
secara rinci mengatur mengenai dasar hukum dari perolehan hak tersebut. Untuk ituy,
pemahaman terhadap pengenaan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan harus

disertai dengan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang mengaturnya.

Dalam Pelaksanaannya, peraturan terbaru mengenai BPHTB ini diatur oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Derah dan Retribusi
Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang KU PDRD). PP Nomor 35
Tahun 2023 Tentang KU PDRD ini menjadi aturan dalam pelaksanaan terhadap Undang —
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan di daerah Sumatera Selatan tepatnya di Kota
Palembang. Peraturan yang berlaku di kota Palembang mengikut pada Peraturan Daerah Kota
Palembang yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan mendapat persetujuan bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.’ Maka dari itu sebagai peraturan pelaksanaan
dari PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang KU PDRD, dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut dengan Perda

Nomor 4 Tahun 2023 Tentang PDRD).

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang tanpa
menerima imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi sebesar-

besarnya kesejahteraan rakyat hal ini disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
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28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebelum diberlakukannya UU PDRD, BPHTB merupakan pajak yang memberi
kontribusi secara langsung kepada pemerintah pusat, namun kemudian berubah menjadi jenis

pajak daerah.

Peraturan daerah Kota Palembang tentang pajak dan retribusi adalah Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan ini mencabut beberapa peraturan daerah sebelumnya, di antaranya, Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah yang kemudian dengan peraturan ini mencabut
Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang telah mencabut
peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan yang telah mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Pasal
94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hal ini juga di atur dalam Peraturan Walikota (PERWALI)
Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2022 yaitu perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 80

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

Berdasarkan pasal 1 angka 41 UU PDRD, BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak tersebut dapat timbul dari suatu
perbuatan atau peristiwa hukum yang menyebabkan individu atau badan hukum memperoleh
hak atas tanah dan/atau bangunan. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah dan/atau
bangunan mencakup hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, serta bangunan yang berdiri
di atasnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan
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dan bangunan. Pada tanggal 16 Juni 2023, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam peraturan ini kewajiban BPHTB sudah berlaku pada proses pengikatan jual beli.
Menurut Pasal 18 ayat (2) huruf a dalam Peraturan Pemerintah tersebut, kewajiban membayar
BPHTB timbul pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang dalam
hal jual beli ditetapkan pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual
beli. Begitu juga PPH harus juga dilengkapi pada proses pengikatan jual beli, Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 huruf b yang menyatakan bahwa, : “Atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari (b) perjanjian

pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

Penetapan kewajiban pembayaran BPHTB dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2023 ini menjadi polemik dikalangan Notaris dan PPAT. Diantara fokus yang
dipermasalahkan adalah mengenai penetapan kewajiban pembayaran BPHTB yang dimulai
sejak pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yang mana dalam tahap ini belum terjadi
peralihan hak atas tanah sepenuhnya dari penjual kepada pembeli. Masalah lain yang juga
menjadi fokus dalam penetapan Peraturan Pemerintah ini adalah tentang kewajiban pelaporan

BPHTB oleh Notaris atau PPAT.

Sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Notaris diwajibkan
untuk melengkapi BPHTB pada dokumen Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Hal ini
disebutkan dalam pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat pembuat akta tanah atau

notaris, sesuai dengan kewenangannya, harus:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak sebelum menandatangani akta
pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; serta
b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah

dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.



Lebih lanjut Pasal 60 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal kewajiban tidak dipenuhi, maka
notaris dapat dikenai sanksi administratif berupa: denda sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap
pelanggaran terhadap kewajiban pada huruf a, dan/atau denda sebesar Rp1.000.000,00 untuk

setiap laporan yang tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
p laporan yang p g p

Kewajiban untuk menyertakan bukti pembayaran dan melaporkan BPHTB dalam
setiap proses pembuatan Perjanjian Jual Beli sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2023 tidak dibebankan kepada notaris. Tetapi sejak dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tersebut, Notaris yang membuat Perjanjian Jual Beli tanpa
meminta bukti pembayaran BPHTP dan notaris yang tidak melaporkan pembuatan Perjanjian

Jual Beli kepada kepala daerah akan dikenakan sanksi.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis tertarik
untuk memaparkan permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan tesis yang berjudul
“PENGATURAN KEWAJIBAN NOTARIS MELAPORKAN PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (Studi Implementasi Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor

35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah).

Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari pada latar belakang yang ada, maka permasalahan yang

akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rasio hukum kewajiban notaris melaporkan pembuatan Perjanjian Pengikatan
Jual Beli tanah dan/atau bengunan kepada kepala daerah?

2. Bagaimana bentuk, isi, ruang lingkup dan proses pelaporan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
tanah dan/atau bangunan oleh Notaris kepada Kepala Daerah?

3. Bagaimana sanksi terhadap Notaris yang melanggar kewajiban pelaporan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli tanah dan/atau bangunan kepada kepala daerah ditinjau dari asas

keadilan substantif dan prosedural?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

d.

Untuk mengetahui dan menganalisis rasio hukum kewajiban notaris melaporkan
pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dan/atau bengunan kepada kepala
daerah?

Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk, isi, ruang lingkup dan proses pelaporan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dan/atau bangunan oleh Notaris kepada Kepala
Daerah?

Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi terhadap Notaris yang melanggar
kewajiban pelaporan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dan/atau bangunan kepada

kepala daerah ditinjau dari asas keadilan substantif dan prosedural?

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang

berkepentingan dalam hal kewajiban pelaporan BPHTB terutama bagi para pihak dalam ruang

lingkup yang tersebut dalam pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yaitu ;

a.

Bagi Notaris yang peran sertanya secara administratif dan juga peran serta aktif dalam
pelaporan BPHTB demi menunjang optimalisasi proses pemungutan pajak khususnya
pajak daerah agar penelitian ini dapat memberikan pandangan baru bagi Notaris.
Bagi wajib pajak yang melakukan transaksi dalam proses peralihan hak atas tanah
dan/atau bangunan melalui akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli dihadapan Notaris,
sehingga dapat juga turut berperan aktif pelaporan pajak khususnya BPHTB
sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagi pemerintah yang terkait dalam proses pemungutan pajak, yaitu kepala daerah
dalam hal pemungutan BPHTB yaitu Badan Pendapatan Daerah, agar menjadi dapat

menjadi sarana pemikiran, masukan, penambah pengetahuan hukum dalam tataran
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D.

teori dan praktik pada ruang lingkup terkait dengan penerapan Pasal 60 Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, terhadap Kewajiban Notaris Melaporkan
Pengikatan Perjanjian Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan.

d. Bagi yang berwenang membuat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah terkait
dengan Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, agar dapat memperoleh
pandangan baru, khususnya dalam pembuatan peraturan pelasana dari peraturan

pemerintah ini.

Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat konsep definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat
suatu fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat

memberikan manfaat untuk menjelaskan suatu fenomena.’

Teori hukum adalah kajian khusus ilmu hukum yang mengkaji mengenai apa yang
menjadi hakikat dari hukum. Adapun kerangka teoritis yang digunakan sebagai bentuk untuk
menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Grand Theory, Middle

Range Theory, dan Applied Theory.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang akan digunakan sebagai tolak ukur
analisis untuk dapat menjawab rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu

sebagai berikut:
1. Grand Theory

Dalam kerangka teoritis Grand Theory pada penelitian ini menggunakan teori keadilan.
John Rawls dalam bukunya yang berjudul Theory Of Justice berpandangan bahwa justice as
fairness (keadilan sebagai keadilan).” Teori keadilan menurut John Rawls didasarkan pada dua

prinsip utama, yakni prinsip hak yang setara (Equal Right) dan prinsip kesetaraan ekonomi
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(Economic Equality). Dalam prinsip hak yang setara, Rawls menekankan bahwa prinsip ini
harus ditempatkan secara leksikal—artinya, prinsip lainnya seperti prinsip perbedaan
(difference principle) hanya dapat diterapkan apabila prinsip pertama telah terpenuhi. Dengan
kata lain, prinsip perbedaan hanya dapat dijalankan apabila tidak terdapat pelanggaran
terhadap hak-hak dasar atau hak asasi manusia, serta apabila penerapannya mampu
meningkatkan kesejahteraan kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat."
Prinsip keadilan menurut Rawls menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak dasar merupakan
syarat mutlak sebelum ketimpangan ekonomi dapat dibenarkan. Dengan kata lain,
ketidaksetaraan dalam bidang ekonomi hanya dianggap sah apabila tidak mengabaikan atau
melanggar hak-hak dasar setiap individu. Keadilan secara mendasar adalah suatu prinsip yang
bersumber dari kebijakan rasional yang kemudian diaplikasikan kepada masyarakat sehingga

memberikan keadilan secara menyeluruh dalam masyarakat tersebut.”
Adapun dasar dari sebuah prinsip keadilan antara lain adalah:"”

1) Setiap orang memilki hak yang sama terhadap kebebasan dasar dalam bermasyarakat;
2) Perbedaan sosial dan ekonomis yang telah memiliki pengaturan sehingga akan
bermuara kepada orang-orang dengan kondisi ekonomi rendah, serta termasuk dalam
hal jabatan atau posisi yang diperuntukan untuk semua orang dengan memberikan

peluang yang sama.

Pandangan John Rawls ini memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara
tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Dalam hal ini dimata hukum tidak ada pembedaan

dalam hal status sosial, suku, ras dan agama antar masyarakat di Indonesia. Sehingga apabila

11

an.pdf.

file:///C:/Users/USER/OneDrive/Desktop/TESIS/bahan%:20tesis%20dari%20jurnal%20atau%20pdf/Teori%20keadil

12 Mohammad Takdir, “Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls”, Sosiologi Refleksi,

Vol. 12 Nomor 2 tahun 2018, Hlm. 26.

13 pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan Jhon Rawls”, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 Nomor 1 tahun 2009, HIm. 140.
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nantinya diterapkan dalam struktur masyrakat, maka prinsip keadilan haruslah dapat

mengakomodir 2 (dua) hal yaitu:"

1)  Memberikan penilaian yang pasti berkaitan dengan adil atau tidaknya lembaga-
lembaga serta praktiknya.

2) Keadilan sendiri menjadi pedoman dasar dalam mengembangkan kebijakan serta
hukum yang ada sehingga dapat di jadikan sebagai tolak ukur dalam mengkaji adil

atau tidak nya hukum di dalam struktur masyarakat.

Selain dari pada konsep keadilan yang mengangkat persamaan atau kesetaraan oleh
John Rawls, terdapat juga konsep keadilan oleh Aristoteles yang menjelaskan keadilan sejatinya
wujud dikalangan Masyarakat berdasarkan nilai-nilai moral yang ada dalam Masyarakat
tersebut walaupun tidak atau belum diatur didalam Undang-undang. Aristoteles membagi
keadilan menjadi tiga macam. Adanya pembedaan keadilan menjadi tiga apabila dilihat dari
keterangan mengenai definsi masing-masing dan ketiganya jelas berbeda. Keadilan yang
dimaksud disini adalah keadilan dalam pengertian kesamaan. Konsep keadilan ini selanjutnya
terbagi ke dalam dua bentuk utama, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif atau
remedial. Kedua bentuk keadilan tersebut pada dasarnya diupayakan untuk diterapkan dalam
praktik. Namun, keadilan sosial yang tumbuh di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
pembagian tersebut di luar keadilan yang berbasis pada teks peraturan perundang-undangan

merupakan bentuk keadilan yang ideal dan menjadi harapan masyarakat®

Konsep Keadilan yang dijelasakan oleh Aristoteles ini bersesuai dengan dasar yang
memaknai ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan, Pengadilan
memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan,
dan tidak diperkenankan menolak suatu perkara dengan alasan ketiadaan atau ketidakjelasan

aturan hukum yang mengaturnya. Berkenaan dengan pasal tersebut maka didapat disokong

14 Oinike Natalia Harefa, “Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori

Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr”, jurnal ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaanl,
Vol. 12 Nomor 1 tahun 2020, Hlm. 02.

Sama

(file:///C:/Users/USER/OneDrive/Desktop/TESIS/bahan%:20tesis%20dari%20jurnal%20atau%20pdf/Teori%20keadilan.pdf)
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oleh pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Hakim memiliki tanggung
jawab untuk menggali serta memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang
dan hidup dalam masyarakat. Sehingga, walaupun berkenaan tentang suatu perkara belum
diatur didalam Undang-undang, tetapi hakim wajib membuat Keputusan dengan menggali dan
memahami nilai-nilai hukum dimasyarakat.

Mengingat bahwa tujuan dari pada hukum adalah memberikan rasa keadilan di
dalamnya, maka tentunya dengan menggunakan teori ini dapat dijadikan dasar pertimbangan
apakah Pengaturan kewajiban Notaris melaporkan pengikatan perjanjian jual beli tanah
dan/atau bangunan (Study Implementasi Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

2023) ini telah sesuai atau memiliki nilai keadilan dan telah sesuai dengan aturan hukum yang

berlaku.
2. Middle Range Theory

Dalam kerangka Middle Range Theory pada penelitian ini digunakan Teori Hak dan

Kewajiban Hukum dan Teori Sanksi Hukum, yaitu sebagai berikut:
a) Teori Hak dan Kewajiban Hukum

Hubungan antara Hak dan kewajiban terjadi karena adanya hubungan atau peristiwa
hukum yang terjadi antara sesama subjek hukum atas objek kehidupan masyarakat. Hak secara
umum adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk memperoleh, melakukan,

dan memiliki sesuatu yang diinginkan.

Ada dua jenis hak, yaitu hak mutlak dan hak relatif."
1) Hak Mutlak
Kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk bertindak sesuai
kepentingannya. Ini termasuk hak pokok manusia/asas, hak public, dan hak privasi.

2) Hak Relatif

16

Admin,2024, “Hak dan Kewajiban Dalam Hukum Indonesia”, https://fahum.umsu.ac.id/hak-dan-kewajiban-

dalam-hukum-indonesia/, Diakses pada tanggal 15 April 2024.
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Kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada subjek hukum tertentu
untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memberi sesuatu.

Contohnya adalah hak public relatif, hak keluarga relative, dan hak kekayaan relative.

Timbulnya hak dalam secara hukum mengharuskan adanya subjek hukum baik
perorangan ataupun badan hukum, adanya kesepakatan para pihak akan sesuatu perkara atau
perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada para pihak maka dalam pelaksanaannya
para pihak melaksanakan kewajiban sebagai syarat untuk memperoleh hak. Hak juga dapat
timbul sebagai akibat dari kelalani atau kesalahan salah satu pihak yang kemudiannya
memberikan hak kepada pihak yang lain. Hak dalam kesepakatan juga boleh didapat jika terjadi
daluarsa (verjaring) yang dapat melahirkan hak atau menghapuskan hak atau kewajiban.
Sedangkan suatu hak menurut hukum dapat hilang atau berakhir apabila terjadi kematian
pemegang hak tanpa pengganti ahli waris, berakhirnya jangka waktu suatu kepemilikan hak

sesuai dengan kesepakatan, dan juga terjadinya daluarsa(verjaring).

Sedangkan Kewajiban adalah beban yang diberikan kepada subjek hukum untuk
memenuhi sesuatu sebelum memperoleh yang diinginkan. Kewajiban dapat dibedakan menjadi

enam jenis, yaitu :

1) Kewajiban Mutlak
Adalah kewajiban tanpa mempunyai hak, misalnya kewajiban yang tertuju pada
diri sendiri.
2) Kewajiban Nisbih
Adalah kewajiban yang disertai dengan hak, contohnya kewajiban pemilik
kendaraan bermotor untuk membayar pajak tepat waktu.
3) Kewajiban Publik
Adalah kewajiban yang berhubungan dengan hak di muka umum seperti
kewajiban untuk patuh pada aturan yang berlaku di suatu tempat.

4) Kewajiban Perdata
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Adalah kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak perdata  (pribadi),  seperti
kewajiban untuk mematuhi dari perjanjian.
5)  Kewajiban Positif
Adalah kewajiban yang mengharuskan suatu perbuatan positif, contohnya
kewajiban penjual untuk menyerahkan barang setelah  pembeli membayar.
6) Kewajiban Negatif
Adalah kewajiban yang mengharuskan untuk tidak melakukan  sesuatu, contohnya

kewajiban seseorang untuk tidak mengganggu hak orang lain.

Lahir dan timbulnya suatu kewajiban, disebabkan oleh hal sebagai berikut karena
diperoleh suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi kewajiban berdasarkan suatu
perjanjian yang telah disepakati. Telah dinikmatinya suatu hak tertentu juga dapat
menimbulkan suatu kewajiban, begitu juga apabila ada kesalahan atau kelalaian yang
menimbulkan kerugian, dan juga daluarsa yang telah disepakati yang memberikan kewajiban

untuk melakukan sesuatu terhadap subjek hukum.

Hapusnya suatu kewajiban menurut hukum dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu
apabila pemegang hak meninggal dunia dan tidak ada pengganti ahli warisnya, masa
berlakunya telah habis atau tidak diperpanjang, kewajibannya telah dipenuhi, hak yang
melahirkan kewajiban telah hapus, daluarsa, dan kewajiban beralih atau dialihkan kepada pihak
lain, terjadi suatu sebab di luar kemampuan salah satu pihak sehingga subjek hukum tidak

dapat memenuhi kewajibannya.

Dalam hal ini, hak dan kewajiban melekat pada pemegang hak atas tanah yang terjadi
karena peristiwva hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas tanah. Dengan analisa
berdasarkan hubungan antara Hak dan kewajiban yang terjadi karena adanya peristiwa hukum
peralihan hak yang terjadi antara sesama subjek hukum atas objek peristiwa hukum yang
terjadi yaitu tanah dan/atau bangunan, maka tentunya dengan menggunakan teori ini dapat
dijadikan dasar pertimbangan apakah Pengaturan kewajiban Notaris melaporkan pengikatan

perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan (Studi Implementasi Pasal 60 Peraturan
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Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah) ini telah sesuai

dengan syarat dan ketentuan peralihan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan hukum yang

berlaku.
b) Teori Sanksi Hukum

Secara umum sanksi dapat dipahami sebagai suatu hukuman atau konsekuensi
terhadap suatu pelanggaran. Sanksi hukum berdasarkan undang-undang merupakan suatu alat

pemaksa agar diterapkannya suatu peraturan atau kaidah.

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang

ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai

berikut:”

1) Teori kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang
melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara
tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

2) Teori Penjeraan
Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi
lagi perbuatan yang menyebakan timbulnya hukuman semula.
3) Teori Sistem Motivasi
Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi

perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri  individu.

3. Applied Theory
Dalam kerangka Applied Theory pada penelitian ini menggunakan Teori Notaris

Sebagai Pejabat Publik. Jabatan notaris dalam Pasal 1 UU JN yang menyatakan bahwa: Notaris

1 Mardiana, “PENGARUH PEMBERIAN SANKSI TERHADAP KEDISIPLINAN GURU DI SEKOLAH MENGENGAH
KEJURUAN MUHAMMADIYAH 3 TERPADU PEKANBARU”, https://repository.uin-
suska.ac.id/12524/7/7.%20BAB%2011 2018246K1.pdf, Diakses pada tanggal 02 April 2019
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adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai
semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau
oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin
kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya,
semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."

Pengangkatan kedudukan notaris sebagai pejabat umum oleh pemerintah atau negara
memberi kewenangan notaris dalam membuat dan meyusun akta autentik. Akta autentik yang
dibuat oleh notaris ini kemudiannya sangat penting sebagai bahan bukti tertulis yang paling
kuat, terutamanya dalam hal pelaksanaan yang berhubungan dengan keabsahan hukum secara
perdata. Kewenangan notaris ini juga yang membuat masyarakat atau penghadap, khususnya
para penghadap yang memerlukan layanan jasa pembuatan akta pada pelaksanaan profesinya
juga memerlukan bantuan kepada hal-hal lain yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Dalam penelitian ini, notaris yang berwenang membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual
Beli juga diwajibkan melengkapi BPHTB, yang mana secara kedudukan sebagai pejabat umum,
notaris dituntut juga memberikan memberikan pelayanan hukum termasuk dalam hal-hal yang
berkaitan dengan pembuatan akta autentik, walaupun secara undang-undang, notaris tidak
diwajibkan melakukan hal-hal diluar ketentuan kewenangan notaris termasuk kewajiban

pemenuhan dan pelaporan BPHTB.

E. Kerangka Konseptual
Dalam penelitian ini terdapat beberapa penjabaran terkait dengan kerangka konseptual
yang akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini agar tidak terjadinya kesalahan atau

perbedaan penafsiran di dalamnya. Sehingga akan dijelaskan sebagai berikut:

18 M. Sya]’n‘u] Borman, “KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTF UNDANG-
UNDANG JABATAN NOTARIS”, JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN, Volume 3 Nomor 1 (Februari 2019), Him 77.
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1. Notaris

Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki wewenang untuk dapat membuat
akta otentik dan memproses berbagai dokumen hukum, seperti surat perjanjian, perjanjian jual
beli, dan dokumen penting lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Notaris bertanggung jawab
untuk membantu dan memastikan bahwa berbagai perjanjian dan dokumen hukum yang dibuat
oleh berbagai pihak memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh negara.” Ketentuan
mengenai Notaris di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian
terdapat perubahan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris. Dalam Pasal
1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, Notaris adalah pejabat umum
yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasakan undang-undang lainnya.

Didalam KUHPerdata kedudukan Notaris dinyatakan secara implisit sebagai pejabat
negara. Pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan bahwa Akta autentik merupakan dokumen yang
disusun dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang
dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di wilayah tempat akta tersebut
disusun. Penetapan status notaris sebagai pejabat umum berkaitan erat dengan kewenangan
yang dimilikinya dalam pembuatan akta tersebut.® Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15
ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan
oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan
untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan
akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta
itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan

oleh undang-undang.

1 Admin, 2023, “Notaris”, https://sumut.kemenkumham.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-

2/notaris, Diakses pada tanggal 07 Desember 2023.
20 Habib Adjie, SEKILAS DUNIA NOTARIS & PPAT INDONESIA, Bandung, Mandar Maju, 2009, him.17.
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2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian yang dibuat diantara pihak penjual
dan pembeli sebelum dibuatnya Akta Jual Beli. Perjanjian ini merupakan perjanjian awal untuk
tujuan utama para pihak dalam mengalihkan hak atas tanah. Dalam perjanjian jual beli ini
terdapat komitmen untuk melanjutkan jual beli tanah jika semua persyaratan telah terpenuhi.”
Didalam perjanjian pengikatan jual beli ini biasanya berisi kesepakatan mengenai subjek yang
memiliki kewenangan menjual dan juga pmbeli, objek jual beli, harga serta waktu pelunasan
pembayaran atas objek yang dibeli. Perjanjian pengikatan jual beli dapat dibuat tertulis dalam
bentuk akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat umum notaris atau dapat juga dibuat
secara bawah tangan atau dibuat secara tertulis namun tanpa melibatkan pejabat umum atau
notaris sehingga perjanjian tertulis tersebut hanya berupa dokumen tertulis dan bukan akta
autentik. Perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat secara tertulis atau dalam bentuk akta
autentik sekalipun belum dapat dijadikan dasar peralihan hak milik sepenuhnya antara penjual
dan pembeli. Akta pengikatan jual beli ini mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak
yang terlibat didalamnya. Hal ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang
menyatakan bahwa, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya. Setiap individu bebas untuk membuat perjanjian dalam bentuk
apa pun, apa pun nama, isi, atau penerima yang dituju, sesuai dengan definisi konsep
kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338. Berdasarkan makna tersebut, walaupun akta
pengikatan jual beli mengikat para pihak yang terlibat didalamnya, tetapi akta pengikatan jual
beli ini tidak dapat menjadi dasar pendaftaran tanah atas objek yang dibeli. Hal ini dikarenakan
dalam tahap pembuatan Akta pengikatan jual beli ini belum terjadi peralihan hak sepenuhnya
antara penjual dan pembeli. Peralihan hak sepenuhnya dapat terjadi apabila keseluruhan syarat

jual beli terpenuhi dan kemudian dibuatkan bukti peralihan kepemilikan dengan dibuat akta

21 Rifky Anggatiastara Cipta, Ngadino, Adya Paramita Prabandari, AKTA PENGIKATAN JUAL BELI TANAH

SEBELUM DIBUATNYA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, ]urna/ NOTARIUS, Voli13 Nomor 2 tahun 2020,
HIm.895.
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Jual beli. Akta jual beli untuk tanah dan atau bangunan yang sudah bersertifikat Hak milik
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kemudian dengan akta jual beli tersebut peralihan
hak tersebut dapat didaftarkan di kantor pertanahan dengan identitas kepemilikan yang baru.
3. Tanah dan/atau Bangunan

Secara literasi bahasa dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengertian tanah adalah
permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Sedangkan secara Undang-Undang,
pengertian tanah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan
bahwa, “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan
adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain
serta badan hukum’. Dari Pasal tersebut dapat difahami bahwa tanah adalah permukaan bumi,
dan hak penguasaannya di miliki oleh negara dan hak tersebut dapat diberikan kepada dan
dimiliki oleh orang individu atau badan hukum, yang dengan demikian dapat terjadi persoalan
hukum di atas tanah tersebut.

Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya
asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang
terdapat diatasnya.” dari persoalan hukum akan objek bangunan atau tanaman yang berada
diatas tanah, timbulah istilah tanah dan bangunan, dan atau tanaman diatasnya semisal tanah
perkebunan.

Menurut Boedi Harsono, prinsip yang digunakan adalah asas accessie atau asas
perlekatan. Asas ini mengandung pengertian bahwa segala bangunan, benda, atau tanaman
yang berada di atas sebidang tanah dianggap melekat dan menjadi satu kesatuan dengan tanah
tersebut. Oleh karena itu, hak atas tanah juga mencakup kepemilikan atas bangunan dan
tanaman yang berdiri di atasnya, kecuali jika terdapat perjanjian lain yang menyatakan

sebaliknya antara para pihak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 500 dan 571 KUHPerdata.”®

22
23

Supriadi, S.H., M.Hum, HUKUM AGRARIA, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, HIm 3.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan

Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 1994, Him 4.
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4. Kewajiban Pelaporan

Ruang lingkup kewajiban pelaporan dalam penulisan ini adalah kewajiban yang
dibebankan kepada notaris tentang kewajiban melaporkan kepada kepala daerah untuk setiap
akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris. Hal ini di sebutkan didalam Pasal
60 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023, pejabat pembuat akta
termasuk notaris wajib untuk melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau
akta terkait tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah, paling lambat tanggal 10 pada

bulan berikutnya setelah akta tersebut dibuat.

Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan fokus kajiannya adalah jenis penelitian
Normatif-Empiris. Jenis penelitian ini difahamkan sebagai jenis penelitian dalam ilmu hukum
yang masih menggunakan bahan pustaka sebagai data sekunder tetapi juga didukung oleh
data yang didapat dari bahan penelitian lapangan, seperti bahan yang di dapat dari survei,
wawancara, dan observasi.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sebagai penentu rencana konsep dan metode penelitian sejak
awal, merangkum asumsi hingga pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Pendekatan
diperlukan agar analisis hukumnya lebih tajam, lebih fokus dan terarah untuk menghasilkan
argumentasi yang menyeluruh, konstruktif dan sistematis. **

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan atau disebut
juga dengan juridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan
berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-
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buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian
ini.”

Pendekatan perundang-undangan umumnya diterapkan untuk mengkaji regulasi yang
dalam aspek normatifnya masih memiliki kelemahan atau bahkan berpotensi mendorong
terjadinya penyimpangan, baik secara teknis maupun dalam implementasinya di lapangan.
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara menyeluruh seluruh peraturan perundang-
undangan yang relevan dan berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.”®
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum dan Bahan Non-
Hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan bahan penelitian yang didapat dari sumber hukum berupa
Undang-Undang, Peraturan Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota maupun Pemerintah
Daerah, Jurnal Hukum dan buku-buku Hukum. Bahan hukum ini diolah dengan
mempertimbangkan data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung
tertuju pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan di kantor pemerintahan yang
menyediakan pelayanan kepada masyarakat, melakukan wawancara terhadap salah satu
perwakilan kepala bidang tertentu, yang di gunakan sebagai data utama bagi penulis dalam
melakukan penelitian ini. Data Primer ini, Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung
dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan
diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.”’ Dalam tulisan ini bahan hukum adalah

bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu sebagai berikut :

1)  Norma dasar, yaitu Pancasila;

2) Peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Admin, 2024, http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?seque, Diakses Pada

Tanggal 20 Juli 2024
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3) Peraturan perundang-undangan, yaitu :

a) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-undang
Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah.

d) Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

e) Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

f)  Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

g) Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2022 yaitu
perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Pajak Daerah.

h) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PPU-XX1/2023.

i) Kode Etik Jabatan Notaris

a. Bahan Non Hukum
Bahan non hukum dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder
merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam
penelitian ini melalui studi kepustakaan.”® Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara
tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti
mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara

atau metode baik secara komersial maupun non komersial.”® Dalam penelitian ini, bahan non

28 Muhlis, “Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di

Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam)’,
UIB Repository, (2018).

» Ibid. Hal.215.
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hukum mencakup berbagai literatur atau tulisan yang berkaitan dengan bahan hukum dan
berfungsi sebagai penunjang dalam menganalisis serta memahami isi dari bahan hukum

tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian normatif-empiris ini maka yang pertama adalah studi kepustakaan
yang digunakan dalam teknik mengumpulkan bahan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan
melakukan pencarian bahan pustaka kemudian juga membaca dan menelaah hasil laporan dan
bahan pustaka lainnya yang memuat materi yang berkaitan dengan penelitian yang akan
dilakukan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum dan
karya tulis ilmiah khusus mengenai pengaturan kewajiban notaris dalam melaporkan
pengikatan perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan yaitu mengenai implementasinya
terhadap pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Kemudian bahan tersebut
diuraikan secara sistematis mengenai asas-asas hukumnya, peraturan perundang-undangan,
pendapat para pakar, hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitan dengan penelitian yang

sedang dilakukan.

Dalam penelitian ini juga digunakan data empiris sebagai bahan pendukung. Data
empiris ini di dapatkan melalui wawancara kepada pihak Notaris/PPAT dan pihak dari dinas
Bapenda sebagai perpanjangan dari Dinas pemerintah daerah atau Walikota, dengan
berpedoman pada bahan pertanyaan yang telah disesuaikan dan dipersiapkan berdasarkan

rumusan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pengolahan terhadap bahan penelitian yang telah didapat akan dilakukan dengan cara
menggabungkan bahan yang didapat melalui studi kepustakaan kemudian di dukung oleh
pendapat para narasumber sebagai pendukung. Penggabungan kedua bahan ini dilakukan
dengan sinkron sesuai dengan keperluan pembuktian atau untuk memberi dukungan melalui

opini atau pengalaman nyata para praktisi di lapangan yang berkaitan dengan masalah
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pelaporan pengikatan perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan yaitu mengenai

implementasinya terhadap pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah merujuk pada
konten isi (content analysis) dan analisis yang bersifat kualitatif yaitu berbentuk narasi
pendapat hukum berdasarkan pemahaman makna dan masalah dari permasalahan yang diteliti
setelah mempelajari bahan-bahan hukum yang didapat, yang kemudian akan memberikan
preskripsi mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian hukum. Analisis konten
(conten analysis) pada prinsipnya dapat diterapkan pada penelitian hukum normatif, dengan
alasan bahwa analisis ini senantiasa dikaitkan pula dengan data sekunder atau studi dokumen.
Misalkan dipergunakan dalam proses penerapan hukum oleh hakim. Sedangkan bentuk

analisis kualitatif, menghasilkan penjelasan-penjelasan terhadap suatu kebenaran.*

7. Proses Penelitian

Proses Penelitian adalah proses selama penelitian berlangsung. Selama proses
berjalannya penelitian berlangsung,terdapat hambatan dan kemudahan. Hambatan dalam
penelitian ini adalah waktu dan kesempatan yang diperlukan oleh penulis. Serta bahan hukum
penunjang yang dapat menjelaskan lebih lanjut berkenaan penelitian ini. Kemudahan dalam
penelitian ini adalah kemudahan akses bahan hukum primer, serta dukungan dan bimbingan
ahli akademisi dan praktisi notaris yang memberikan arahan serta nasihat hukum dan
akademis sesuai dengan ruang lingkup penelitian.
8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan adalah teknik
pengambilan kesimpulan deduktif dengan menggunakan analisis kualitatif yang mencoba

menjawab permasalahan yang diteliti melalui cara berfikir formal dan argumentatif .
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